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BUPATI BADUNG
PROViNSI BAJ.I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR- 7 TAHUN 2022

TENTAI'IG

PEI{YELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAI{ RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUIJG.

bahwa untuk meningkatkan ekosirstem investasi dan
kegiatan berusaha di L-raerah perlu didukung dengan
pelayanan perizinan berusaia yan g berkualitas, cepat,
mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan
akuntabel;

bahwa berdasarkan keten.tlran Pasal 3 Peraturam Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Fenyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah, mengatur penyelenggaraan perizinan
Berusaher di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keientuan
Peraturan Perundan g- undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia lbhun 1945;

Undang-Undarg Nomot: 69 Tahun 1958 tentang
Pemberitukan Daerah-daerah Tingkat II Dalant Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (krnbaran Nega:a Reprrblik Indonesia Tahun
1958 Nornor 122, Tambahan Lembalan Negara R.epublik
Indonesia Nomor 1655);

Undang^Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (i|,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagairnana teiah diubah beberapa kali terakltir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang I'lomor 12 Tahun
20 1 1 tentang Pembentukari Peraturan Perundang-urrdangan
(Lembaran. Negara Qe,publik Indonesia Tahun 2O22 Nomor
143, Tambahan lembalan Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

2.
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4. Uadang-Uirdang I'lomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
p"-".iit"h"" daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

f"fr"" 2014 Nomor 2'44, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

ffi;;; kat, tera*tir cengan UndanS-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keltangan Antara

Pemerintah Pasat darr Pemenntahan Daerah (l'embaran

il"g.t" n"p"tlik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

l,eirbaran Negara Republik Indorresia Nomor 6757);

Peraturan ;)emerintah Nomor 5 Tahun 2O2L tentang

e..ry"t..tgg*""tt Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ir.-O"t"i- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

i5, Tambaha.t- rt-b"iut Negara Republik Indonesia Nomor

66171

R

6 . Peratur an Pemerintakr I'lomor 6 Tahun 2O2l tentang

Penyelenggar e.an Peiztnan Berusaha rii Daerah (kmbaran
Nega.a Hepublik Indonesia Tahun 2O2l Nomor t6'

' Tairbaharr l,embaran Negara Republik indonesia Nomor

6618);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l tentang
Peraturan Pelaksanaan' Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 EnrangBangunan GeCung (Lembaran Negara Republik
Indonesia 'lahun 2O21 Nomor 26, Tatnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 20 15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Irrdonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
tela,h diubah dengarr Peratura.n Menteri Daiam Negeri Nomor
i20 Tahun .2018 tenta;eg Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukart
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Norr'or 15'7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAI,I PERWAKILAN RAKYA'I' DAF]RAbI KAIJUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TDNTANG PEI{YELtrNGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA.

B.qB I
KETBNTUA].I UMUM

Pasai l

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupal-en Badung.

2. Pemerintah Daer:ah adalah Pemerintah Kabupaten
Badung.

3. Bupafi adaiah Bupati Badung. EL
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Dewan Per.,vakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan perwai<ilan Rakyat
Daerah Kabupaten tsadung.
Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah.
Dinas Penamanan Modai dan pelayanan Terpaclu Satu
Pintu yzrng selaniutnya disingkat DpMpTSp adalah Dinas
Penamanan Modai dan pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Rzrd urrg.
Kepala Dinas Fenanaman Modal dan pelayanan ,lerpaclu
Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DpMplSp
adalah Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Teroadu
Satu Pintu Kabupatcn Badung.
Pelayanan TerpaCu Satu .Pintu yang selanjutnya
disingkat PTSP adalah pelayanan secara teriniegrasi
dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan
permohonan sarrrpai dengan tahap penyelesaian produk
pelayanan terpadu satu pintu.

7.

8.

9. Pemerintah Pusat aclalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Repu blik indonesia yang d ibantu oleh Wakil presiden
dan Menteri sebagaimana dirnaksud dalam lJndang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan
perizinan berusaha \/ang proses pengelolaannya secara
elektronik nrulai dari tahap perrnohonan sampai dengan
terbitn5'a dokumert yang dilakukan secara terpadu dalam
satu pintu.

11. Norma, Standar, Prosetlur dan Kriteria yang selanjutnya
disingkat I{SPK adalah Peraturan Perundang-undangan
yang ditetapl.:an oleh Perrerintah Pusat sebagai pedoman
dalarn pen5'r:lenggaraan llrusan pemerintahan konkuren
l/ang menjaCi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang
merliadi kewenangan Daerati.

L2. Perizinan Ferusaha aclalah legaiitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memuiai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannyzr.

13. Sisten Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (OnLine SirryIe Submi.ssion) yang selanjutnya
disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi
yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS
untuk penyelengga.raan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga CSS adalah lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

i5. Penanaman Modal aclalah segala bentuk kegiatan
menanam modal baik oleh per;anam modal dalam negeri
ataupun penariam asing untuk melakukan usaha di
wilayah N egara Repubiik InConesia.

16. Nomor Intluk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti regist-rasi/ pendaftaran pelaku usaha- untuk
melak'rrkan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelal;u usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. I

,-lt-- |a?
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lTsertifikatStatrdaradalahpemyataandan/ataubukti-' 
p.-""tltan staridat peiaksanaan kegiatan usaha'

l['.lzin adalah persetr{uan Pernerintah. Pusat atau
pemedntah Dairah urituk pelaksanaan kegiatan usaha

V."g **:it dipenuhi ol".h pelaku usaha sebehrm

melaksanakan kegiatan usallanrya'

19. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau
-- 

lr*gi* dari sriatu bahaya atau kornbinasi

kemungkirran dan akibat bahaYa'

20. Perizinan Berusal-r'a Berbasis Risiko trdalah Periztnart
---B!lt""it" 

berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha'

21. Pelaku Usaha ada-lah orang perseorangan atau badan
- ;-;il yang melakukan usahi dan/atau kegratan pada

bidang tel tenf-u.

22.lJsaha Mikro dan Kecil vang seianjutnya disingkat UMK

adalah usaha mikro dan usa'ha kecil sesuai dengan

ketentuan Peratutrarr Perundang-undangan tentang

Usaha Mrkro, Kecil, dan Menerrgah'

23. Usaha Mikro, Kecil, dar: Menengah yang selanjrttnya

disingkat IJMK-M atlalah UMK, dan usaha menengah

""".rii 
dengan ketentuan Peraturan Ferundang-

undangan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah'

24. Rencana Ta.ta Ruang zrdaiah yang selanjutnya disingkat
RTR adalah hasil perencanaan tata ruang'

25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTF. adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wtlallah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi Dac.ah.

26. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup y:-ng selanjutnya disebut
SPPL adaiah p€rnyataan kesanggupan Cari penanggung
jawab uszrha dan/ atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaa-r'r dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan
di luar usaha danT atau kegiatan yang wajib analisis
dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan
lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup.

27.rJpayet Pengeloiaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pernaietauan Lingkungan Hiciup yang selanjutnya
disingkat UKL-UPL adaiah rangkaian proses pengelolaan
dan perrrantauan lin gkungan hi<lup yang dituangkan
dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai
prasyarat pengambllan keputusan serta termuat dalam
Penztnarr Berusaha, atau persetujr-tan Pemerintah Pusat
atau Pemerint'ah Daeiiah

28. Analisis Menger,ai Dampa.k Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak perting pada lingkungan hidup dari suatu
usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan, untuk
digunai<an sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang pen;relenggaraan trsaha dan/ atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. / |

a'H-



Pasal 2

Ruang lingkup Feraturan Daerah ini meiiputi:
a. kewenangan Penyelenggaraan Perizirran Berusaha;
b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c. tata hubutrgan kerja;
d. pelaporan;
e. pembinaari clan Pengawasan; dan
f. pendanaan.

tsAts II
KEWE N AhIGAN PEI\TYELENGGAR AAN PE RIZI NAN B ERU SAHA
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29. Pengawasan adalah upayer untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatarr berbasis Risiko da.n kewajiban yang harus
dipen,.rhi oieLr Pelaktr Usaha.

30. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya
,Jisingkat PBG adal ah penzinan yang diberikan kepada
pemiiik bangunan gedung untuk membangur'r baru,
mengrrbah, rnemperluas, mengurangi dan/atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standai:d teknis
bangur,.an gedullg.

31.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemenntah Daerah.

Pasal 3

{1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan
Perizinart Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Penyelenggaraan PeriZinan Berursaha yang menjadi

kewenarrgan Pemerintah Daerah; dan
b. Penyelenggaraan Perizinan Benrsaha yang menjadi

kewenangan Perr.erintah Pusat yang dilirnpahkan
kepada Bupati berdasarkan asas tugas pernbantuan.

(3) Ketentuan lebih laiejut mengenai pendelegasian
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (L) dia.tur
dalam f'eraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian l{esatu
Um,un

Pasai 4

(1) Penyelerrggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dilakrrkan untuk nreningkatkan ekosistem investasi dan
kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
a, Perizi'nan Berusaha Berbasis Risiko;

berusaha

6.*_



b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
c. Perizinan Berusaha sektor dan kernudahan

persyaratan investasi.

(3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

sebagaimana dimaksucl pad.a a]'at (1) dilakukan melalui
Sistem OSS.

Bagian Kedua
P enzinan Berusaha Ber:basis Risiko

Paragraf 1

Unnrm

Pasal 5

(1}PerizinanBer.usahaBerbasisRisikosebagaimarra
d.imaksud dalam Pasal 4 ayat t2) huruf a dilakukan

berdasarkan:
a. PenetaPan Risik(): dan
b. peringkaf skala usaha kegiatan usaha yang rneliputti

UVtf-tvt dan/atau usaha besar"

(2) Penetapan tingkat Ri1ik9 sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) huruf" a dilalcukan beldasarkan ha.sil analisis

RisikociariPemerirrtalrPusatyangdilakukatrsecara
transparan, akuntabel,'lan mengedepankan prinsip

kehati-hatianberdasarkandatadan/ataupenilaiarr
profesional.

(3) Hasil analisis Risiko yang dilakuka'n oleh Pemerintah

Pusat *"Urg"i*""" dimaf,sud pada ayat (2) menjadi

d'asar.urjtukrnenentukanjenisPerizinanBerusahadi
Daerah.

(4) Jenis Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada

aYat (3) terdiri dan'i :

a. kegiatan usaha tlengan tingkat Risiko rendah;

b. kegiata., ur"h" denla' Ris]to menengah yang meliputi

tirigkat R-isiko menengah rend'ah dan tingkat Risiko

menengah tinggi; ria'n

c. kegiatan use'h-a d engan tingkat Risiko tinggl'

Paragraf 2

Kegiatan Usaha nengan Tirrgkat Risiko Rendah

Pa,sal 5

PerizinarrBerusahauntrrkkegiatantlslhadengantjngkl!
Risiko rend.ah ..t "s"i-ana 

climaksud dala'm Pasai 5 ayat (4)

hurufaberupaNlBYangrnerupakanidentitasPeiakuUsaha

""I.iig"" 
legalitas untuk-melaksanakan kegiatan usaha'

Paragraf 3

Kegiatan Usaha Dengan fingkat Risiko Menengah

Pasal'/

{1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan

tingkat rusft.o menengah rendah sibagaiinana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat i4) huruf b meiiputi: / |a+_
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a. NIB; dan
' b. Sertifikat Standar.

(2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksuci pada ayat {1)huruf b merupakan lega-litas untuk melaksanakan
kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan pelaku Usahauntuk memerruhi standar usaha dalam ralgka
melakukan kegiatan usaha yang diberikan melilui
Sistem OSS.

(3) Perizinan Berusalea_ sebagaimana dirnaksud padaayat (1) menjadi dasar bagi pelaku Usaha untuk
melakukan persrapan, operasional, dan/atau kornersiai
kegiatan usaha.

(4) Standar pelaksanaal kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib dipenrrhi oleh pelaku
Usaha oada saat melaksanakan kegiatan usaha.

(5) Dalam hal sistem OSS belum menyecliakan secaralenglcap fitr.rf dalam pnocci perncriuhan serdfikatStandar, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan
sistern pendukung pela_ksanaan Sistem OSS *"-s.rai
dengan NSFI( yang Citetapkan pemerintah pusai.

pasal B

(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha rlengantingkat Risiko nenengah tinggi sEt,agaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2'.1 hu.rrf b melipuj:
a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.

(2) Perangkat Daer.ah sesuai kewenangannya, dapatmenerbitkan Sertifil<at Stanrlar petakslnaan'k"gl;i;
usaha berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standarpelaksanaan kegiatan usaha oleh peiaku U""ir".

(3) Perangkat Daerah sesuai kbwenangannya, meiakukanverifikasi _ peutyata.an pelaku Uifr"-'-V""S sudahrnemperoleh llIB rrelalui Sistem OSS untuk memenuhistandar pelaksanaan kegiatarr usaha, adam rangkamelakukan kegiatan usaha dan t esanggup;;.
(4) Pelaku. Usaha yan€i sudah mi:mbuat pernyataansebagaima;ra dimaksud parla ayat f3t, uniuL selanjutnyaLembaga oSS menerbltkan -s"rini"f--ii"ndar 

yangbelum terverilikasi.
(5) Sertifikat. Stanciar yang belum terverifikasi sebagaimanadimaksud parla ayat (4) menjadi Au"u. U"g, .%laku Usahauntirk ;nelakrkan persrapan kegiatan u"uha.
(6) NIB sebagaimana dirnaksud pada ayat (i) huruf a danSertifikat Standar yan-g telah terve;fika;i sebagaimanadimatrsud pada ayat 12'j merupJa;il;; Berusahabagr Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatanoperasional dan / atau komersial kegiatan r"ut ..
(7) Lembaga OSS membatalkan Sercifil<at Standar yangbelum terverif;kasi sebagaimana dimaksua ftaa ayat (4)da-lam hai Pelaku Usaha:

KL
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a. tidal( 'nemperoleh Sertifikat Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 sesuai jangka waktu yang
ditetapkan daiam NSPK; dan

b. berdasarkan hasil penqawasan, tidak melakukan
persiapan kegiatan usaha. dalam jangka waktu
1 (sa.tu) tahu:, sejak NIB terbit.

Paragraf 4
Kegiatan Usaha Dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 9

( 1) Perizinan Berusaha untuk keg;'atan rtsaha dengan
tingkat Risil<o trnggi sebagaima.na dimaksud daiam
Pasal 5 ayat (4) hunif c meiiPuti:
a. NIB; dan
h.lzin.

(21 lzin sebargaimana riiinaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan persetuj uarr Pemer:intah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha
yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum

melaksanakan kegiaian usahanYa.

(3) Sebelum mernperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NiB untuk
persiapan kegiatan usaha.

(41 NIB sebagainana dimaksud pada'ayat (1) huruf a dan

Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan operasional dan/atarr komersiai

kegiatan usaha.

(5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
memerittkan perrrenuhan standar usaha dan lat'au
standar pro-duk, Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannya menerbitkan Sertilikat Standar usaha

dan Sertitit<at Stanrlar produk berdasarkan hasil
. verifika si pemenlrhan standal '

Pasal lfJ

Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya

m"ngetrrart att- hasil verifikasi Sertifikat Standar' terhadap

keteituan Pasal B ayar(21dan Pasal 9 avat (5)'

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Periz,inan Berusaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha' Pelaku

Usaha wal ib me:nenuhi:
a. persyaramn dasar Perizin an Berusaha; dan/atau
b. Penzinan Berusaha Berbasis Risiko'

{1)

EL
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(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada aJrat (1) huruf a meliputi:
a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b. persetujuan linglcungani dan
c. PBG dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rnang

Pasal 12

Pelaku Usaha mengaiukan permohonan kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang, untuk Perizinan Berusaha
berdasarkan analisis tingkat Risiko yang teiah
dirnohonkarr melalui Sisrern OSS tei:rnasuk dalam bidang
usaha yang harus memenuhi kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang.

Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara
rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
Setelah mernperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang sebagairrrana dimaksud pada ayat (1), Pelaku
Usalra dapat mengajukan permohonan Pennnart
Berusaha.

(1)

{21

(3)

(4) Peiaku Usaha dapat melaksanakan
pemanfaatarr ruang setelah memperoleh
Berusaha.

kegiatan
Perizinan

Pasal 13

(1) Kesesualan kegiatan pemanfaatan rualtg sebagaimana
dimaksucj rialam Pasal 12 ayat f 1) meliputi:
a. kegiatan berusatra untuk non-UllK; dan
b. kegiatan benisaha untuk IIMK.

(2) Pelaksanaan kesesr-raian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan berusaha non-UMK sebagaimana
dinraksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang

yarrg dikeluarkarr oleh Pemerintah Pusat; atau
b. persetujnan kesesuraian kegiatan penranfaatan ruang

yang dikeluarkan oleh Kepa1a DPMPTSP.

Pasal 14

Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruarlg
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a
merupal<an dokurnen yang menyatakan kesesuaian
arltara rencana kegia.to.n pemanfaatan ruang dengan
RTR.

Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Sistern OSS dengan tahapan:
a. pendaftaran;

(i)

(2)

b. penilaian dokumen uslrlan
ruang terhadap RDTR; dan

c. llenerbitan kontirrnasi
pemanfaatan |ua.ng.

kegiatan pemanfaatan

kesesuaian kegiatan

4L
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(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21
huruf a, berpedoman pada NSpK terkait kon{irrnasi
kesesuaian kegiatern pemanfaaian ruang.

(1)

(2\

Pasal 15

Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan r.uang
sebagaimana dimaksuci dalam. Pasal 13 ayat (2) huruf b
diberikan .-1alam hal beium tersedia RDTR di lokasi
rencana kegiatan ltemanfa.atan ruang.
Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) dilaksanakan melalui Sistem OSS Cengan
tahapan:
a. pendaftaran;
b. penilaian dokumerr usula,n kegiatan pemanfaatan

ruang terhadap RTR; dan
c. penerbitan persetujuan kesesrraian kegiatan

pemanfa atan ruang.

Ketentuan iebih lanjui mengenai persetujuan kesesuaian
kegiatan pernanfaatan ruang sebagaimana dimaksuci
dalanr Pasal 13 ayat (2) huruf b' diatur dalarrr Peraturan
B'rpati.

Pasal 16

(1) Kegiatan pemanfaatarl ruang yang dilakukan oleh Pelakrr
Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK
sebagaimana dimaksud d alam Pasal 13 ayat (1) huruf b,
fidak melalui proses penerbitan kesesuaian kegiatan
pemanfaatal n-r ang

(2) Peiaku LrNIK sebagaimana climaksud pada ayat (1.)

membuat pernyataa.n man diri hahwa kegiatan u sahanya
telatr sesuai dengan RTR.

(3) Dalam ha-[ pemyataan mandirr sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terbukti tidak benar, dilakukan peuibinaan
oleh tirn Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 17

Keterrtlran men.gerrai pengajuan permohonan kesesuaian
kegiatan pefiianfaatan ruang oleh Pelaku Usaha yang
ternasuk non-iJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (2), berpedoman pada. Peraturan Perundang-undangan
mengenai penata.an ruang.

Paragraf 3
Persettli uan Lingkungan

Pasal 18

(1) Persetujuan hngkungan sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan keputusan
kelayaka n lingkungan hidup atau pernyataan
kesangguparr pengek-rlaan lingkungan hidup yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerinta-h Pusat atau
Perrrerintah Daeralt.

#L
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(2) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wq;ib dimiliki oleh setiap usaha yang
kegiatanreya nrerriiliki darnpak penting atau tidak penting
terhadap lingkungan.

f3) Persetujuan lingkungan sebaga'imana dimalsud pada
ayat (1) menjadi prasyar€rt penerbitan Perizinan
Ben saha.

(4) Persetujuan lingkungan
aS'at {2t dilak ukan nrelalui:
a. penyusunan Andal dan
b.penyusuna.n formulir

formulir UKL-UPL.

sebagaiinana dimaksud pada

uji kelayakan Amdal; atau
UKL-UPL dan. oemeriksaan

(5) Persefirjuan sebagaimana diinaksud pada ayat (2)
berakhir bersamaan dengan berakhirnya Penzinan
Benrsaha.

(6) Dalam hal Perizinan Berusaha betakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan tidak teriadi perubahan
usaha <ian/atau kegiatan, perpanjangan Perizinan
Berusaha dapat menggunakan dasar persetujuarr
lingkungan yang srrdah ada sebelurnnya.

Pasa"l .[9

(1) Setiap rencarra usaha yang berdampall terhadap
iingkungan hidnp wajib memiljki:
a. Amdal;
b. UKL-UPL;atau
c. SPPL.

(2) Amdal sebagainana Cinraksud pada ayat (1) huruf a
wajib dimiliki bagi setiap rencana usaha yang memiliki
dampak penting te;:hadap lingkungan hidup.

(3) UKL-L.IPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
wajib dimiliki bagi usaha yang tidak memiliki dampak
penting terhadap lingirungan hidup.

(4) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib
dimiliki bagi usaha yang tidak nlemiliki dampak penting
terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam
kriteria u eijib UKL-UPL.

Pasal 20

Ketentuan nn)ngenai pengajuan. permohonan persetujuan
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

. Paragraf 4
Perset,,rjuan Bangu.nan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 21

(1) PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf c merupakan perizinan yang diberikan kepada
pemitik bangunan gedung untuk mernbangun baru'
mengubah, memperiuas, mengurangi, dan/ atau merawat
bangunan gedung sesuai dengan standal' teknis
bangunan gedung. 

/ Iah_
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(2) Setiap Pelaku Usatia yarrg melaksanakan pembangunan
' ' gedung dengan fungsi utana sebag:ri tempat meiakukan

t"gi"t;" usaha atau menjalankan kegiatan berusaha
w4jib nremiliki PBG.

(3) PBG sebagaimana d:mal<sud parda ayert (2) seianjutnya
diberikan serdfikat laik fungsi oleh Kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusar di bidang
peker:jaa:r umurn, sebagai syarat kelaikan fungsi
bangunan gedung sebelurn dinanfaatkan.

(4) Ketentuan mengenai pengajuan ., permohonan PBG

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) berpedonan pada

Peraturan Perrrndang-undangan mengenai bangunan
gedung.

Bagian KeemPat
Perizinan Berusahe. Sektor dan Kemudahan

Pers5'41312' Investasi

Pasal 22

Perizinan Berusaha sekf-or dan kemudahan persyaratan
investasi sebagairnana ciimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

hunrf c dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Perrrndang-urrdangan.

Bagian Kelima
Manaj ernen Pen5'elenggaraan

Paragraf I
Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP.

Kepa-ia DPMPTSP''nelakukan pengintegrasian
a.ntara Perangkat Daertrh dan instansi vertikal di
sesuai dengan kewenangannya.

Daerah

PTSP
Daerah

(1)

(21

(1)

Pasal24

Kepala DPI\4PTSP dalam rnelaksanakan pelay:anan
Perizinan Berusaha wajib rnenerapkan rnanajemen
Penyelengggraan Per-Zinan Berusaha di Daerah.

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah sebagainana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pe.laksanaan pelayanan;
b. pengelolaan pengaduarr n:asyarakat;
c. pe;rgelc,laan intbtrnasi:
d. penyuluhan l:epada rnasyaraka.t;
e. pelayanan konsultasi; dan
f. pendampingan irukum.

(2\

dL
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Paragraf 2
Pclaksanaan Pelavanan

Pasal 25

(1) Pelaksanaan pelayanarr Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
dilaksanakal berdasarkan ketentuan Peraturan
Peruntlang-undangan rnengenai Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Pelaksanaar peiayanan Perizinan Berusaha di Daerah
sebagaimanzL dinaksud pada' ayat (1) wajib
menggunakan Sistern OSS yang dikelola oleh Pemerintah
Pusat te:hitung se.iak Sistem OSS heriaku efektif.

Pelaksanaan pelayanan Peitzinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan
layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan
penyandang disabiiitas dalam mendapatkan jasa
pelayanan Perizinan Berusaha.

Pemerrntah Daerah dapat rnengembangkan sistem
pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai d engan
NSPK yang ditetapl:an Pemerintah Pusat.

Ketentuan lebih lanj ut mengenai pengembangan sistem
pendukung pelaksanaan sistem OSS sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 2Cr

(1) Pelayanan Sistern OSS peda Periztnan Berusaha di
Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Llsaha.

Pelayanan secala mandiri seba.gaimana dimaksud pada
a1'ar (i) dilakukan dengarr perangkat/fasilitas sendiri
atau lr'anil drsediakar oleh Kepala DPMPTSP.

Dalam ha1 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksttd pada
ayat (1) belum ciapat melaksanakan secara rnandiri
layanan Sistenr OSS maka Kepala DPI\'{PTSP
melal<ukan:
a. pelayanan berba:rtuan; dan/ atau
b. pelayanan bcrgerak.

Pelayanan berbantrtan sebagaimarra dimaksud pada
ayat (3) huruf a d ilakukan secara interaktj.f antara
Kepala DPMPTSP dan Pelaku Usaha.

Pelayanan rergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

hurr"rf b dilal<ukan Cenga.n mendekatkan keterjangkauan
pelayanan l<epada Pelaku Usaha d engan menggunakan
sarana transportasi alau saran:a lainnya.

(4)

(s)

(21

{3)

(4)

(s)

Pasal 27

(1) Peiayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 avat (3) huruf a juga dilakukan jika terjadi
gangguan teknis.

(2) Dalam ha.l terjadi gangguan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP belkoordinasi
dengan l,etrbaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung',

,ryLr/ ft-l-/
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(3) Dalam ha1 pelayanan Sistem CSS terjadi gangguan

teknis sebagairnana rlimaksud pada ayat (1), pelayanan

berbantuan harus tersedia paling lama I (satu) Hari

sejak dinyailakan terjadin5'a gangguan telceis'

f4) Pernlataan rerjadinya ganggrlan teknis peia-vanan Sistem
' ' OSS"seuagaim-ana dimaksutl pada ayat (2) disampaikan

kepada misyara-l<at oleh Kepala DPMPTSP'

Pasal 2E

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Kepaia
'-'DPMPTSP 

""b"g"i-.tt. 
dimaksud dalam Pasal 24

ayal (2\ tldak diPungut biaJra.

(2) Penzinan Bei'usaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan
retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengelola.an Pengaciuan Masyarakat

Pasa" 29

(1)Pengelolaan Ltengac-uan masyarakat sebagatmana' 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (21 huruf b, dilakukan
secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif,
dan tidak diPungut biaYa.

(2) Pengelolaan penga.dlran masyarakat sebagaimana
dimaksud parla a5'at (1) dilaksanakan dengan tahapan:
a. menerima dan nremberikan tanda terima;
b. rnemeriksa kelerrgkapan dokumen;
c. mengklasiiikasi dan rnemprioritaskan penyelesaian;
d. merreiaah dan menanggaPi;
e. menatausa.hakern;
f. meiaporkar hasil; dan
g. memanta.r.l dan nengevaluasi.

(3) Pengatluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari, sejak
di'remukannva masa]alt.

{4} Jangka waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berpedoraan pada ketentuan
Peraturan Perund ang-undangan.

(5) Peiaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat
sebagaimana dimaksud petda ayat (4) terintegrasi dengan
kementerian/lembaga dan Perangkat Daerah melalui
Sistem OSS

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pengaduan
masyara-l<at sebaga,imana dimaks'ld pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan BuPati.

Pasal 30

(1) Kepala DPMPTSP menyediakari sarana
merrgelola pengaduan masYarakat
Peizinan t Bertrsalta.

pen gaduan untuk
terkait pelayanan

/*
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(2) Sarana oengaduan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
harus rrudah dial<ses darr dijangkau oleh masyaralat
dengan rnengupayakan penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi.

Palagraf 4
Pengelolaan informasl

Pasal 31

(1) Pergelolaan infornasi sebagaimana dimaks.rd dalan
Pasal 24 ayat (2) hurrrf c, dilakukan secara terbuka dan
mudah diakses oieh masyara-kat.

(2) Pelaksarraar pengelolaan informasi sebagar.mana
dimaksud pada ayat (i), paling sedikit:
a. menelima. permintaan layanan infiormasi; dan
b. menyediakan dan nemberikan infornrasi terkait

layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 32

(1) Penyediaan dan pernberian informasi sebagaimana
dimaksud oalarn Pasal 3 i ayat {2) huruf b dilakukan
melalui sub sistem pela'lanan infonnasi dalam Sistem
C)SS,

(2) Selain Pelal'2n"tt informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan
memberikan inft'rrmasi lainnya, paling sedikit memuat:
a. prc.rfil kelernbagaan Perangkat Daerah;
b. standar pelaya.nan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
c. peniiaian kineqia PTSP.

(3) Layanan informasi sebaga.imana dimaksud pada ayat (1)
dilal<ukar melalui media elektronik dan media cetak.

(4) Perrl"ed.iaan dan pemberian informasi kepada masyarakat
Cdak dipungui biaya.

Paragraf 5
Penyulr,han Kepa.da Masyarakat

Pasal 33

{1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasa-l 24 ayat (2) hurrf d, meliputi:
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan

masl'arakat terhadap pelayd.nan Perizinan Berusaha;
b. manfa.at Perizinan Beir,rsaha bagi masyarakat;
c. pefsyaratan dan mekanisme layanan Perizinan

Berusaha :

d. waktu dan iempal pelayanan; dan
e. tingkat Risiko kegiatan usaha.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat
sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:
a. media elektrorrik;
b. meCia cecak; clarr,/atau
c. pertemualr.

bL
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(21

t/JIt.rl

{41

(s)

-fo

b. Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala DpMFrISp
berkoordinasi derrgan Perangkat Daerah teknrs secara
periodik.

Paragraf 6
Peiayanan Konsultasi

Pasal li4

Pelayanan xonsultasi sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 24 ayai (2) huruf e diberikan kepada Pelaku Usaha
yang membutuhkan informasi Perizinan Berusaha.

Pelayanan konsrrltasi sebagalrnana dimaksuC pada
ayat (1) paling sedikrt ineliputi:
a. konsulcasi teknis jenis letyanan Perizinarr Berusaha;
b. konsultasi aspek hukum Penzinar' Berusaha; dan
c. pendampi r:gan teknis.

Pelayanan konsultasi sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan
oleh Kepala DPMPI'SP dan/atau secara daring.

Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukarr oleh Kepala DPMtrISP berkoordinasi dengan
Perangktrt Daerah teknis secara interaktif.

h'.etentuan lebih lanjut mengenar. pelayanan konsultasi
sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) diatur dalam
Peraturar, B upatr.

Paragraf 7
Pendarnpingan Hukum

Pasai 35

(1) Pendampingan hukum sebagaimara dimaksud dalarn
Pasal 24 ayat (21 turrr.rf f dilakukan dalanr hal terdapat
Perangkat Daerah yang mengalami permasslahan hukum
dalam ploses dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan oieh Pera.ngka t Daerah/unit kerja
yang nrenyelenggarakarr tugasr dan fungsi di bidang
trukum.

BAB IV
TA'IA HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

Kepala DPMPTSP dalam meiaksanakan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha nremiliki hubungan keg'a yang meiiputi:
a. hubungarr kerja dengan lembaga pemerintah yang

menyelenggarakan ulusan pemerintahan di bidang
koordinasi Penanaman Morial selaku Lembaga OSS;

b. hubungan l<erja dengan Perangkat Daerah termasuk
kecamatan dan kelurahan /desa: dan

c. hubungan keg'a dengan Dinas Penanaman
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi.

Modal dan

4L
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P:r"sal 37

(1) Hr.rbrrngan kerja Kepala DPIvIPTS P dengan l,embaga OSS
sebagaimana rlimaksucl dalam Pasal 36 huruf a,
dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan
Perizrnan Berusaha. di Daerah.

(2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendarrpingan pelaksanaan Per:zinan Berusaha;
b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
c. pengernbangan kompetensi sumber daya manusia;
d. pengadaa:r perangkat keras dan perangkat lunak

untuk mendukung; pelaksan;r.an Sistem OSS; dan
e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha

di Daerah.

Pasal 38

(1) Hubungan kerja Kepala DPIVIPTSP dengan Perangkat
Daerah sebagedmanir dimaksud dalam Pasa-l 36 huruf b,
dilakukan secara fungsional dan koordinatif da1am
melaksanakan Periz:inan Berusaha di Daerah.

(2) Hubungan l(e{'a secara fungsional dan koordinatif'
sebagaimana djrnaksud pada ayat {1} metputi:
a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai denga-n

kewenangan Perangkat Daerah;
b. verif;kasi Perizjnan Beru saha;
c. morritoring dan evaiuasi dalam rangka pengawasan

Perizinan Berusaha;
d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan

Berusaira; dan
e. sinergi program dan kc'giatan Perizinan Berusaha.

(3) Selain hubungan keria sebagaimana dimaksud pada
ayat (2j, hubungan kerja Kepala DPVTPTSP dengan
Perangkat Da.erah dilakukan dalam rangka pemberian
duknngarr pelizinan Rerusaha di wilayah kecarnatan dan
keiurahan 7 desa.

Pasal 39

(1) Hubungan l<erja cierrgan Dinas Penanarrian Modal dan
Pelayanan Terpadu Satri Pintu Provinsi sebagarmana
din'raksttd dalam PasaL 36 huruf c, dilakuka.n secara
fungsiorral cian koordinatrf.

{2} Hubungan keq'a secara fungsional dan koordinatif
sebagaimara dimaksud pada aya.t (1) meliputi:
a. fasilitasi penyelesaia.rr permasalahan Perizinan

Berusaha; dan
b. pengawasan Perizinan Berusaha.

EL

I
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BAB V
TIM PEMELENGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

(i)

(2)

Pasal 40

Bupali membentuk tim Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah.

'Iim Penyeienggaiaan Per:-zinan Berusaha di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memastikan pelaksatraan kegiatan usaha sesuai dengan
standal peiaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
melalui pendekatan berbasis Risrko dan kewajiban yang
harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Tim Penyeienggaraan PerLinan Berusaha di Daerah

sebagaimana dimakslrd padzr ayat (1) ditetapkan dengan
Keputrrsan BuPa.ti.

Pasai 41

Dalam hal tim Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah merreraukan aclanya ketidaksesuaian

/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan
iteraturan Perurrdang-undangan, tim Perizinan Berusaha
di Daerah merrindakianjr.ti dengan memberika.n

rekorr.en dast beruPa:
a. pernbinu.an;
b. peiibaikan; dan/ atatt
.. p"."r.p"t sanisi, yang dimasukan ke dalam Sistem

OSS.

Tinrlak lanjut sebagairrana dimaksud pada a5'at (1)

diiakukan im Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah dengan mengutama kan pembinaan'

Pembinaan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa penrlampingan dan penyuluhan meliputi
pe-b".ia., penjeiasan, konsultasi, birabingan teknis
'dan/atau -Legiatan fasilitasi penyelesaian oleh

Pemerintah Dairah atas permasalahan yang dihadapi
Pelaku Usaha.

Atas pembirraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)'

Pelaku Usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan
perbaikan.

Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Bupati
berdasarkan k^ewenangannya dapat menindaklanjuti
dengan pcnerapan sanksi sesuai ketentuan Peraturan

Perundang- undangan.

{6) Daiarn hal Pelaku i-r saha diberikan sanksi, tim Perizinan

Berusaha di Daerah mencatatkan informasi pemberian

sanksi ke dalam Sistem OSS'

(3r

{'l)

(21

(3)

(4)

*L

I



19

BAE Vl
PEI,APORAN

Pasal 42

(1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubemur sebagai
wakil Pernerintah Pusat.

(2) l,aporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
b. renca.na dan reaiisasi investasi; dan
c. kendala dan sol-rs..

(3) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkala setiap 3 {tiga} bulan.

(4) I(epala DPNIPTSP da-lam mendukung penyediaan data
laporan se bagainrana dimaksud pada ayat (2), dilakukan
secara integrasi data Perizinan Beruisaha di Daerah.

BAB VIi
PETIDANA"\N

Pasal 43

Pendanaan Perryelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
dibebankan pztda:
a. anggaran pen,Japata.n dan belanja Daerah; dan / atau
b. sumber pencianaan lainnya yang sah dan tidak m.engikat

sesuai Peraturan Perundang-urrdangan.

BAB VIII
KETTNTUAN PERALIHAN

Pasal 44

PaCa saat Pcrratulan Daerah ini mulai berlaku, pe1rzinan
Berusaha ya.ng teiall terbit narnun belum beriaku efektif
sebelum Pelaturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha
riiproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.

Pasal 45

Perizinan Berusaha yang telah terbit dan berlaku efektif
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan rnasih tetap
berlaku.

Pasa_l 46

Pada saat Pere.turan l)aerah ini mulai berlaku, peraturan
Bupati Nonror 26 Tahun 2O2I tentang Pendelegasian
We$,enang Penyelenggaraatr Pelayanan Perizinan Berusaha
dan Non Periz:,nan Dari Elupati Kepada Kepaia Dinas
Penanam.a.n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah I(abupaten BaCung Tahiun 2O2I Nomor 26),
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
belum C.iganti berdasarllan Peraturan Daerah ini.

/L
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Pasal 47

Pada. saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2O2I tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Badrtng Tahun 2021 Nonror 251, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran . Daerah Kabupaten
Barlung.

Ditetapkan Ji Mangupura
September 2O22

NG,

IRI PRASTA

cir Mangupura
pada ber

SEKR UPATEN BADU]\G,

LENIBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG. PER/TTURAN DAERAH KABT]PATEN BADUIIG, PROVINSI
(7,6112022l'

Salinan sesuai dengan aslinYa
Kepala Bagian Hukum
Setda.

NrP. 19720510 199903 1 008

\
I WAYAN ADI ARNAWA



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABIJPATEN BADTJNG

NOMOR 7'IAHUN 2022

TENTANG

PEI\ryELtr NGC},A.R AAN PEIiIZINAN BERIJSAHA

I. UMUM

p€ningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan
kebijakan nasional, yang harus diiicuti oleh pemerintah daerah. Ikllm
penyederhanzran perizinan berusaha, persyaratan investasi dan
Lemudahan berusaha, meirjadi bagian dari kebijakan hukum nasional yang
harus diselenggarakan pasca TJnclang.-Unclang Nomor I1. Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya diundangkan.

Salah satu upaya cialarn meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, aclalah dcngarr r:rendukung pertumbuhan irtvestasi berusaha
di Kabupaten Badung. I{al irri dapat diiakukan dengan mewujuCkan
kemudahan investasi serta perryederhanaan perizinan. Atas dasal tersebut
perlrr didukung clengan pelayanan. Per:,a;i'nan Berusaha yang berkualitas.
lepat, mudah, terintegrasi, transp ararl, efisisen, efektif, darl akuntabel.

Penyederhanaan pe:rizinarrt berusaha melalui penerapan'perizinan
berusaha berbasis resiko merupakan metode standar yang harus
diterapkan di daerah berdasarl<an tingkat risiko suatu kegiatan usaha
dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas pengawasan.
Pendekatan ber-basis nsiko dan perlgawa.sarulya merupakan instrument
pemerintah d.aera.h dalam merrgendalikan suatu kegiatan usaha,
mendasarkan peda Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 5

Tahrrn 2O2I tentang Penyetenggaraan Perizinan Benrsaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan Peratura.n Pemerinlah Nomor 6 Tahu r.2021 tentang
Perryelenggaraarr Pertzinan Berusaha dl f)aerah, secara tidak ekplisit
memerintafukan untuk membuat pengatrrran mengenai penyelenggaraan

ltenzinan berusaha di daerah, untuk membuat merrgatur penyelenggaraan
pg'j1zinan berusaha di daerah sec€rra lebih sederhana, dengan berpedoman
pada Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan
Penyelenggaraan Beitzinan Berusaha. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pernerintah Nornor' 6 Tahun 2A2I tentang Penyeienggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menyusun
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Periz'inan Berusaha, dengan
pertimbangan baik secara lilosofis, sosiologis dan yuridis untuk
memperkuat rJasar- dasar pemikiran dalarn penyusunan Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan P erizinan Berusaha, Yang meliputi :

1. Untuk mendorong men,ngl<atl:an ekositem investasi dan menjaga
kualitas perizrnan yang dapat Cipertanggung jaw'abkan, sehingga perlu
dilakukan dengan penyeien ggaraarr Peizinan Berusaha di daerah yang
cepat-, mudah, terintegrasi. transpara.n, efisien, efektif, dan akuntabel;

2. Pertumbuhan investasi berusaha di kabupaten Badung perlu didukung
dengan pelayanan Perizinan Berusaha yang berkualitas, cepat, mudah,
terintegrasi, transparan, efisisen, efektif, dan aktrntabel; dan 

/ |j>/ -Lfl



3. Penye.lenggaraan pertzina:t berrrsaha. di Kabupaten Badung harus

dilakukan . dengan asas kepasti.an hukum, sehingga pengaturan

mengenai penyelenggal'aan perrzinan berusaha ci Kabupaten Badung

harus disesuaikan d.ng,u.t pio""" penyelenggaraan Peizinan Berusaha

yang diatur dalam f'eratur^an Perundang- undangan ]'ang lebih tinggt

a"r"* melaksanakan Perizinan Beruiaha dr Kabupaten'

Dengan dilakukannya penyursunan Perattrran Daeratr tentang

Penyelengg*r"*r Perizjnan gerursat a, akan dapat memberikan kepastian

hukum bagi masyarakat, nte;mudahkan masyarakat u1t1k memaharni

proses penzinan b6rusaha, dan Peratural Daerah ini rnenjadi dasar dalam

menyusun Peraluran Bupad yang sifatnya lebih teknis mengenai tatacara

dan persyaratan dalam setiap Felizinan Berusaha Berbasis Risiko'

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

CukuP jelas.

Pasai 2
CukuP jelas.

Pasal 3
AYat (1)

CukuP jelas'

AYat (2)

Kewenangan Perne:intah Daerah dan

penvelenggai'aan Pertzir'an- Benrsaha

Undang CiPta Kerja'

Pasal 4
CukuP jelas.

Pasal 5
CukuP jelas.

Pasal 6
CukuP jelas'

Pasal 7
CukuP jelas'

Pasa1 8
CukuP jelas'

Pasal 9
CukuP jelas.

Pasal 10
CukuP.jelas.

Pasal 11
CukuP jelas.

Pasal 12
CukuP jelas.

Pasal 13
CukuP jelas.

Pasal L4
CukuP jelas.

Pasal 15
CukuP ielas.

Pasal 16
CukuP jelas'

Pasal 17
CukuP jelas'

Pemerintah Pusat dalam

sesuai dengan Undang-

*L



Pasal 18
Ayat (1)

CukuP jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan darnpak penting adalah perubahan
Iingiiungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan
oleh suatu Usaha dan/ata'r Kegiatan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasai 2 1

Cukup jelas.
Pasal22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Fasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasa.I29

Cukup jeias.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cuktrp 3elas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPISP dengan Perangkat Daerah yarrg

dilakukan secan'a fu.ngsiorral dan. k-oordinatif adalah sinergitas
hqbungan kerja antara DPMPISP dan Perangkat Daerah lainnya
sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. masing-masing
ttntuk salirr.g raendukung darr melengkapi dalarn rangka
percepatan dan optin:.alisasi Penl'elenggaraan Perrzinan Berusaha
di Daerah un iuk ;r,ewujudkan kepua san masyarakat.

/lAyat(2) h L-Cukup jelas. </



Pasal 39

Ayat (1)

Hubungan kerja dengan DPMPTSP provinsi yang dilakrtkan secara

fungsional dan koo,:dinatif adalah sinergitas hubungan kerja

antara DPIVIPTSP provinsi rlan DPMPTSP sesuai dengan

kewenangan, tugas, dan fungsirrya nrasing-masing untuk saling

mendukung dan melengkapi rlalam rangka percepatan dau

optimalisasi Perlyelenggaraan tsertzinan Berusaha di Daerah untuk

mewuiudkan kep'uasan masyarakat'

Ayat (2)

CukuP jelas.

Pasal 40
CukuP jelas.

Pasal 41
CukuP jelas.

Pasal 42
CukuP jelas.

Pasal 43
Culcup jelas.

Pasal 44
CukuP jelas.

Pasal 45
CukuP jelas.

Pasal 46
CukuP jelas.

Pasal 47
CukuP jelas.

Pasal 48
CukuP jelas.
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